
BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
TAHUN 2002 NOMOR 44 SERI A

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
NOMOR 18 TAHUN 2002

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA

TAHUN ANGGARAN 2002

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJARNEGARA,

Menimbang : a. bahwa dengan adanya penambahan dan atau
pengurangan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Banjarnegara Nomor 6 Tahun 2001
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Banjarnegara Tahun 2002, maka perlu
diadakan Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2002;
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b. bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah dimaksud, perlu ditetapkan
dengan Peraturan Daerah .

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ( Berita
Negara RI Tahun 1950 Nomor 42 );

2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang
Pajak Bumi dan Bangunan ( Lembaran Negara RI
Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran
Negara RI Nomor 3312 ) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun
1994 ( Lembaran Negara RI Tahun 1994 Nomor
62, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor
3569 );

3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ( Lembaran
Negara RI Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara RI Nomor 3685 ) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34
Tahun 2000 ( Lembaran Negara RI Tahun 2000
Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara RI
Nomor 4048 );

4. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
( Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 44,
Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3688 );

5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang
Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara RI
Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran
Negara RI Nomor 3839 );
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6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat
dan Daerah ( Lembaran Negara RI Tahun 1999
Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara RI
Nomor 3848 );

7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950
tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-
undang Nomor 13 Tahun 1950 ( Berita Negara RI
Tahun 1950 Nomor 49 );

8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1997
tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
( Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 56,
Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3693 );

9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2000
tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi
dan Bangunan Antara Pemerintah Pusat dan
Daerah ( Lembaran Negara RI Tahun 2000
Nomor 36 );

10. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000
tentang Dana Perimbangan ( Lembaran Negara RI
Tahun 2000 Nomor 201 ) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84
Tahun 2001 ( Lembaran Negara RI Tahun 2001
Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara RI
Nomor 4165 );

11. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2001
tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban
Keuangan Daerah ( Lembaran Negara RI Tahun
2001 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara RI
Nomor 4022 );
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12. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000
tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban
Keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan
Tugas Pembantuan ( Lembaran Negara RI Tahun
2000 Nomor 203 );

13. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000
tentang Pinjaman Daerah ( Lembaran Negara RI
Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4024 );

14. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000
tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah ( Lembaran Negara RI
Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran
Negara RI Nomor 4028 );

15. Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000
tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah ( Lembaran Negara RI Tahun
2000 Nomor 211, Tambahan Lembaran Negara
RI Nomor 4029 );

16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001
tentang Pajak Daerah ( Lembaran Negara RI
Tahun 2000 Nomor 118, Tambahan Lembaran
Negara RI Nomor 4138 );

17. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001
tentang Retribusi Daerah ( Lembaran Negara RI
Tahun 2000 Nomor 119, Tambahan Lembaran
Negara RI Nomor 4139 );



5

18. Keputusan Presiden Nomor 131 Tahun 2001
tentang Dana Alokasi Umum Daerah Propinsi dan
Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2002
( Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 159 );

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11
Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan
Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah;

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun
1985 tentang Pengurusan Pendapatan Daerah
Hasil Pajak Bumi dan Bangunan;

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun
1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah sebaaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2
Tahun 1996;

22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570-
360 tanggal 28 Oktober 1981 tentang Program
Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian
Kredit Anggaran;

23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94
Tahun 1984 tentang Langkah Pertama
Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara dengan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah;
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24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-
1316 tanggal 18 September 1985 tentang
Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Keputusan
Menteri Dalam Negeri Nomor 309-617 tanggal 18
September 1988;

25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-
379 tanggal 11 April 1987 tentang Penggunaan
Sistim Digit Dalam Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah serta Petunjuk
Teknis Tata Usaha Keuangan Daerah;

26. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-
1316 tanggal 18 September 1985 tentang
Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Keputusan
Menteri dalam Negeri Nomor 309-617 tanggal 18
September 1988;

27. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 110
Tahun 1998 tentang Bentuk dan Susunan
Anggaran Pendapatan daerah;

28. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor
6 Tahun 2001 tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2002 ( Lem-
baran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun
20001 Nomor 60 Seri D Nomor 61 );
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Menetapkan : 1. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik
Indonesia Nomor : 903/2477/SJ tanggal 5
Desember 2001 perihal Pedoman Umum
Penyusunan dan Pelaksanaan APBD Tahun
Anggaran 2002;

2. Rapat-rapat Panitia Anggaran, Rapat-rapat Komis
dan Rapat-rapat Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah mengenai pembahasan rancangan
Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Banjarnegara Tahun Anggaran 2002.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANJARNEGARA

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR-
NEGARA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABU-
PATEN BANJARNEGARA TAHUN ANGGARAN
2002.

Pasal 1

(1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2002
semula sebesar Rp 262.715.375.000,00 bertambah sebesar
Rp 34.809.562.000,00 sehingga menjadi Rp 297.524.937.000,00.

(2) Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2002 semula sebesar
Rp 262.715.375.000,00 bertambah sebesar Rp 34.809.562.000,00
sehingga menjadi Rp 297.524.937.000,00.
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(3) Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2002 semula sebesar
Rp 262.715.375.000,00 bertambah sebesar Rp 34.809.562.000,00
sehingga menjadi Rp 297.524.937.000,00.

Dengan perincian sebagai berikut :

a. Belanja Rutin sebelum
Perubahan ....................................... Rp 204.010.055.000,00
Bertambah ...................................... Rp 18.455.878.000,00
Anggaran Rutin setelah
Perubahan ...................................... Rp 222.465.933.000,00

b. Belanja Pembangunan sebelum
Perubahan ....................................... Rp 58.705.320.000,00
Bertambah ...................................... Rp 16.353.684.000,00
Anggaran Pembangunan setelah
Perubahan ...................................... Rp 75.059.004.000,00

Pasal 2

(1) Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (1) di atas, sebagaimana tercantum
pada Lampiran I Peraturan Daerah ini.

(2) Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan Daerah sebagaimana
dimaksud Pasal 1 ayat (2) di atas, sebagaimana tercantum pada
Lampiran II Peraturan Daerah ini.

(3) Rincian Perubahan Anggaran Belanja Rutin Daerah sebagaimana
dimaksud Pasal 1 ayat (3) di atas, sebagaimana tercantum pada
Lampiran III Peraturan Daerah ini.

(4) Rincian Perubahan Anggaran Belanja Pembangunan sebagaimana
dimaksud Pasal 1 ayat (3) di atas, sebagaimana tercantum pada
Lampiran IV Peraturan Daerah ini.
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Pasal 3

(1) Anggaran Pendapatan Bagian Urusan Kas dan Perhitungan Tahun
Anggaran 2002 berjumlah Rp 21.942.000.000,00.

(2) Rincian Pendapatan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini,
sebagaimana tercantum pada Lampiran IV Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

(1) Anggaran Belanja Bagian Urusan Kas dan Perhitungan Tahun
Anggaran 2002 berjumlah Rp 21.942.000.000,00.

(2) Rincian Belanja sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini,
sebagaimana tercantum pada Lampiran V Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

Lampiran-lampiran tersebut Pasal 1, Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan
Daerah ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan
Daerah ini.

Pasal 6

Sebagai landasan operasional, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan
Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini berlaku untuk Tahun Anggaran 2002.
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Banjarnegara.

Ditetapkan di Banjarnegara
Pada tanggal 12 Agustus 2002

BUPATI BANJARNEGARA,

Cap ttd,

D  J  A  S  R  I

Diundangkan di Banjarnegara
Pada tanggal 15 Agustus 2002

SEKRETARIS DAERAH

Cap ttd,

SUTEDJO SLAMET UTOMO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
TAHUN 2002 NOMOR 44 SERI A

Diumumkan  di  Banjarnegara
Pada tanggal 15 Agustus 2002

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI

Cap ttd,

WAWANG A. WAKHYUDI, S.H., M.Si
Pembina

NIP. 010 216 500


